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ABSTRACT 

This research aims to analyze the losses that occur due to non-performance in business contracts 

from a legal perspective. Non-performance or contract breach occurs when one party in a business 

contract fails to fulfill its obligations as agreed upon.This research uses a normative legal method 

with an analytical approach to relevant laws, legal literature, and court decisions. The research 

results show that the losses caused by non-performance can be both material and immaterial, and 

both are entitled to compensation based on Indonesian Civil Law. Based on Articles 1243 and 1246 of 

the Indonesian Civil Law (KUHPerdata), the party harmed can claim compensation that includes 

actual loss and expected profit. However, to claim these losses, the party harmed must be able to 

prove the existence of non-performance, the occurrence of losses, and the causal relationship between 

non-performance and the resulting losses. This research also identifies several factors that influence 

the success of compensation claims, including contractual provisions, the behavior of the parties 

involved, and the judge's interpretation of the evidence presented. Therefore, this research contributes 

to the understanding of legal protection for parties harmed in business contracts and the importance 

of drafting contracts that are clear and detailed to minimize the risk of non-performance.  

Keywords : Breach of contract, Losses, Business contract, Civil law, Compensation  

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerugian yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrak 

bisnis dari perspektif hukum. Wanprestasi atau pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak 

dalam kontrak bisnis gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-

undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil, 

yang keduanya berhak mendapatkan kompensasi berdasarkan hukum perdata Indonesia. Berdasarkan 

Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang 

dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang mencakup kerugian nyata (actual loss) dan keuntungan yang 

diharapkan (lost profit). Namun, untuk mengklaim kerugian tersebut, pihak yang dirugikan harus 

dapat membuktikan adanya wanprestasi, adanya kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara 

wanprestasi dan kerugian yang timbul. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan tuntutan ganti rugi, termasuk ketentuan kontraktual, perilaku para 

pihak, dan interpretasi hakim terhadap bukti yang diajukan. Dengan demikian, penelitian ini 

memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang 

dirugikan dalam kontrak bisnis dan pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci untuk 

meminimalkan risiko wanprestasi.  

Kata kunci: Wanprestasi, Kerugian, Kontrak Bisnis, Hukum Perdata, Ganti Rugi. 
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Pendahuluan 

Dalam konteks pembicaraan umum, 

bisnis (business) tidak terlepas dari aktifitas 

produksi, pembelian, penjualan, maupun 

pertukaran barang dan jasa yang melibatkan 

orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis 

pada umumnya punya tujuan menghasilkan 

laba untuk kelangsungan hidup serta  

mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan 

kegiatan si pelaku bisnis atau  bisnisman 

(businessman) itu sendiri1. 

Dilihat dari aktivitas bisnis yang biasanya 

terjadi di kalangan masyarakat tidak hanya 

terjadi antar satu pihak saja, dimana hubungan 

antar pihak dalam bisnis tersebut dimulai 

dengan adanya perikatan. Perikatan 

merupakan suatu perhubungan hukum antara 

dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan itu, sementara perikatan tersebut di 

ikrarkan menjadi sebuah  perjanjian, dimana  

perjanjian adalah suatu peristiwa seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal2. 

Dalam teori perjanjian, suatu perjanjian 

adalah hubungan hukum antara dua orang atau 

dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu 

berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan 

 
1 M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, 

Paulus, Y.E.F, Pengantar Bisnis, (Jakarta: 

GramediaPustaka Utama, 2000), hlm. 1 
2 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1990), hlm 1 

pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan itu3. 

Selain hal tersebut dapat dilihat juga 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 

sebagai berikut:  

1. Kesepakatan mereka yang 

megikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untukmembuat suatu 

perikatan;  

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang4. 

Setelah lahirnya suatu perjanjian 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan 

kesepekatan di atas, dalam hal pelaksanaannya 

para pihak memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut 

dengan memperhatikan asas iktikad baik yaitu 

bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik yang mana ketentuan 

tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata. Artinya para pihak dalam 

pelaksanaan substansi kontrak tersebut harus 

berdasarkan atau keyakinan yang teguh 

maupun kemauan yang baik dari para pihak.  

Upaya minimalisis konflik dalam 

aktivitas bisnis, sudah seharusnya menjadi 

perhatian lebih, dilihat dari banyak hal dan 

aktivitas bisnis yang telah menuangkan 

perjanjian kerjasama melalui kontrak bisnis  

 
3 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, 

Internusa, 2005, hlm. 1. 
4 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan 

Analisis Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 
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saja, masih banyak yang mengalami 

wanprestasi, apalagi yang melakukan atau 

menjalankan aktivitas bisnis yang hanya di 

landaskan oleh kepercayaaan saja. Penjelasan 

lebih lanjut wanprestasi adalah tidak  

memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur5. 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: 

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena 

tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah 

mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu 

yang telah dilampaukannya6. Sementara 

meskipun hubungan kerjasama tersebut telah 

di tuangkan kedalam kontrak bisnis tidak 

menutup kemungkinan wanprestasi dalam 

hubungan perjanjian masih dapat terjadi, dan 

dalam hal ini kerugian lah yang di dapat, 

kerugian ini lah yang menjadi permasalahan 

yang akan menimbulkan permasalah hukum 

lainnya yang lebih kongkret, dan atas dasar 

itulah diperlukannya analisi hukum yang lebih 

mendalam untuk meminimalisir kerugian 

tersebut. 

Kerugian yang timbul dari wanprestasi 

dapat menjadi permasalahan hukum yang 

 
5Salim HS, Pengantar Hukum Perdata 

Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) hlm.180 
6Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum 

Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12 

konkret dan berpotensi memicu sengketa lebih 

lanjut antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian. Sebagai contoh, jika sebuah 

perusahaan gagal mengirimkan barang sesuai 

jadwal yang telah disepakati, perusahaan lain 

yang bergantung pada pengiriman tersebut 

mungkin mengalami kerugian produksi atau 

kehilangan pelanggan. 

Untuk meminimalisir kerugian tersebut, 

diperlukan analisis hukum yang mendalam. 

Analisis ini bertujuan untuk Mendentifikasi 

potensi risiko wanprestasi dalam perjanjian 

sejak awal, sehingga bisa diambil langkah 

preventif. 

Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan pada penilitian ini 

adalah penelitian hukum normatif (normative 

legal research). Penelitian hukum normatif 

atau penelitian hukum kepustakaan merupakan 

suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

metode meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder. 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat 

Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis  

Wanprestasi mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan somasi. Somasi diatur  

dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  dan  Pasal  

1243  KUHPerdata.  Pada umumnya mulai 

terjadi wanprestasi yaitu jika debitur 

dinyatakan telah lalai untuk memenuhi 

prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi 

ada kalau debitor tidak dapat   membuktikan   

bahwa   ia   telah   melakukan   wanprestasi   

itu   di   luar kesalahannya atau karena keadaan  

memaksa. Apabila dalam pelaksanaan 

pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang  
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waktunya, maka seorang kreditur dipandang 

perlu untuk memperingatkan atau menegur 

debitur agar ia memenuhi kewajibannya. 

Dalam  hal  memperingatkan  debitur  

agar  memenuhi  prestasinya,  maka debitur  

perlu  diberikan  peringatan  tertulis  yang  

menyatakan  debitur  wajib memenuhi prestasi 

dalam waktu yang ditentukan, jika dalam 

waktu itu debitur tidak  memenuhinya,  maka  

debitur  dinyatakan  wanprestasi.  Peringatan  

tertulis dapat dilakukan secara resmi melalui 

Pengadilan Negeri yang berwenang dengan 

perantaraan Jurusita menyampaikan surat 

peringatan tersebut kepada debitur, disertai 

berita acara penyampaian. Dapat juga secara 

tidak resmi misal melalui surat tercatat, 

telegram atau disampaikan sendiri oleh 

kreditur kepada debitur dengan tanda terima. 

Ada empat akibat wanprestasi yaitu 

sebagai berikut ini:  

1. Perikatan tetap ada, kreditur masih 

dapat menuntut kepada debitur 

pelaksanaan prestasi apabila ia 

terlambat memenuhi prestasi. 

Disamping itu kreditur berhak untuk 

menuntut ganti rugi akibat 

keterlambatan melaksanakan 

prestasinya  

2. Debitur harus membayar ganti  rugi 

kepada kreditur (Pasal  1243 KUH 

Perdata)  

3. Beban resiko beralih untuk  kerugian  

debitur  jika  halangan  itu  timbul 

setelah debitur wanprestasi, kecuali 

bila ada kesengajaan atau kesalahan 

besar dari pihak kreditur. Oleh 

karena itu debitur tidak dibebankan 

untuk berpegang pada keadaan 

memaksa  

4. Jika   perikatan   lahir   dari   

perjanjian   timbal   balik,   kreditur   

dapat membebaskan diri dari 

kewajiban memberikan kontra 

prestasi dengan menggunakan Pasal 

1266 KUHPerdata. 

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, 

yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti  

rugi  karena  perbuatan  melawan  Hukum.  

Ganti  rugi  karena  wanprestasi diatur dalam 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang dimulai dari Pasal  1243  

KUHPerdata  s.d.  Pasal  1252  KUH  Perdata,  

sedangkan  ganti  rugi karena perbuatan 

melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 

KUH Perdata.  

Terdapat beberapa jenis kerugian yang 

mungkin timbul akibat wanprestasi dalam 

kontrak bisnis, termasuk:  

1. Kerugian Finansial:   

Kerugian finansial adalah 

kerugian yang paling umum terkait 

dengan wanprestasi dalam kontrak 

bisnis. Ini mencakup kerugian 

langsung seperti hilangnya pendapatan 

yang diharapkan, biaya tambahan yang 

mungkin timbul akibat mencari 

pemasok atau jasa alternatif, serta 

biaya hukum yang terkait dengan 

penyelesaian sengketa kontrak.  

2. Kerugian Reputasi:   

Wanprestasi dalam kontrak bisnis 

dapat merusak reputasi perusahaan atau 

individu yang terlibat. Misalnya, jika 

suatu perusahaan gagal memenuhi 
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kewajibannya dalam sebuah kontrak, hal 

ini dapat menyebabkan hilangnya 

kepercayaan dari pelanggan, mitra 

bisnis, atau pemegang saham. Kerugian 

reputasi dapat memiliki dampak jangka 

panjang yang signifikan terhadap citra 

dan daya saing perusahaan. 

3. Kerugian Kesempatan:   

Wanprestasi dalam kontrak bisnis 

juga dapat mengakibatkan kerugian 

kesempatan, seperti kehilangan peluang 

bisnis masa depan atau peluang untuk 

memperluas jangkauan pasar. Pihak 

yang menderita akibat wanprestasi 

mungkin kehilangan peluang untuk 

mengembangkan hubungan bisnis yang 

berkelanjutan atau untuk memperoleh 

manfaat dari proyek atau inisiatif yang 

telah direncanakan.  

4. Kerugian Produktivitas:   

Wanprestasi dalam kontrak bisnis 

dapat mengganggu produktivitas 

perusahaan atau individu yang terlibat. 

Misalnya, jika suatu perusahaan tidak 

memenuhi kewajibannya dalam 

menyediakan barang atau jasa yang 

dibutuhkan oleh pihak lain, hal ini dapat 

menyebabkan gangguan dalam rantai 

pasok atau proses produksi, yang pada 

gilirannya dapat mengurangi efisiensi 

dan produktivitas keseluruhan.  

5. Kerugian Emosional dan Psikologis:   

Wanprestasi dalam kontrak bisnis 

juga dapat menyebabkan kerugian 

emosional dan psikologis bagi pihak 

yang terlibat, seperti stres, kekecewaan,  

atau ketidakpastian yang ditimbulkan 

oleh ketidakmampuan untuk memenuhi 

atau menerima kewajiban kontrak. 

Dengan mengidentifikasi dan 

memahami jenis-jenis kerugian yang mungkin 

timbul akibat wanprestasi dalam kontrak 

bisnis, pihak-pihak yang terlibat dapat lebih 

siap untuk mengelola risiko dan merencanakan 

strategi pemulihan yang sesuai jika 

wanprestasi terjadi. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi besarnya kerugian yang dialami 

oleh pihak yang menderita akibat wanprestasi 

dalam kontrak bisnis. Beberapa di antaranya 

termasuk:  

1. Jenis Wanprestasi:   

Besarnya kerugian dapat 

dipengaruhi oleh jenis wanprestasi 

yang terjadi. Misalnya, apakah itu 

melibatkanketerlambatan pengiriman 

barang, kualitas produk atau jasa 

yang tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan, atau pelanggaran terhadap 

ketentuan pembayaran.  

2. Nilai Kontrak:   

Besarnya kerugian biasanya 

berkorelasi dengan nilai kontrak 

yang dilibatkan. Semakin besar nilai 

kontrak, semakin besar potensi 

kerugian yang mungkin timbul jika 

wanprestasi terjadi.  

3. Ketersediaan Alternatif:   

Ketersediaan alternatif untuk 

memperoleh barang atau jasa yang 

sama dapat memengaruhi besarnya 

kerugian yang dialami oleh pihak yang  
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menderita akibat wanprestasi. 

Jika ada banyak pilihan lain yang 

tersedia dengan harga yang kompetitif, 

kerugian mungkin lebih rendah.  

4. Ketergantungan pada Kontrak:   

Tingkat ketergantungan pihak 

yang menderita pada kontrak tertentu 

juga dapat memengaruhi besarnya 

kerugian. Jika kontrak tersebut 

merupakan bagian integral dari operasi 

atau strategi bisnis pihak tersebut, 

kerugian yang diakibatkannya 

mungkin lebih besar. 

5. Biaya Penggantian atau Perbaikan:   

Biaya yang diperlukan untuk 

mengganti barang atau jasa yang tidak 

sesuai atau untuk memperbaiki 

kerugian yang disebabkan oleh 

wanprestasi dapat memengaruhi 

besarnya kerugian yang dialami.  

6. Dampak Tambahan:  

Wanprestasi dalam kontrak bisnis 

juga dapat menyebabkan dampak 

tambahan yang tidak langsung namun 

penting, seperti hilangnya peluang 

bisnis masa depan, kerugian reputasi, 

atau biaya hukum yang terkait dengan 

menuntut ganti rugi.  

7. Kondisi Pasar:   

Kondisi pasar umumnya dapat 

mempengaruhi besarnya kerugian 

yang dialami oleh pihak yang 

menderita akibat wanprestasi. 

Misalnya, dalam situasi di mana 

persediaan barang atau jasa berlimpah, 

kerugian mungkin lebih rendah karena 

lebih mudah untuk menemukan 

alternatif.  

8. Peraturan Kontrak:   

Ketentuan dalam kontrak, seperti 

klausul ganti rugi atau batasan 

tanggung jawab, juga dapat 

mempengaruhi besarnya kerugian 

yang dialami oleh pihak yang 

menderita akibat wanprestasi. 

Dengan mempertimbangkan faktor-

faktor ini, pihak yang terlibat dalam kontrak 

bisnis dapat lebih memahami potensi kerugian 

yang mungkin timbul akibat wanprestasi dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

mengelola risiko tersebut. 

Dalam menangani kasus wanprestasi, 

prinsip-prinsip hukum kontrak ini sangat 

relevan karena mereka membantu dalam 

memahami hak dan kewajiban pihak-pihak 

yang terlibat dalam kontrak. Mereka juga 

membantu dalam menentukan apakah suatu 

kontrak sah dan berlaku, serta apakah pihak-

pihak telah memenuhi kewajiban-kewajiban 

mereka.  

Evaluasi Terhadap Implikasi Hukum 

yang Terkait dengan Pelanggaran Kontrak 

Bisnis dan Cara-Cara Penyelesaian 

Pelanggaran kontrak bisnis dapat memiliki 

implikasi hukum yang signifikan, terutama 

dalam hal kegagalan pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban 

mereka. Dalam beberapa kasus, pelanggaran 

kontrak dapat berujung pada tindakan hukum 

yang diperlukan untuk memastikan 

kepentingan para pihak yang terlibat.  
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Dalam hukum Indonesia, pelanggaran 

kontrak bisnis dikenal sebagai "wanprestasi" 

dan diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 

KUH Perdata.  

Wanprestasi berarti kegagalan dalam 

memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan 

dalam sebuah perjanjian. Prestasi dapat berupa 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 

untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam beberapa 

kasus, kegagalan dalam memenuhi prestasi 

dapat berujung pada tindakan hukum yang 

diperlukan untuk memastikan kepentingan 

para pihak yang terlibat  

Dalam beberapa kasus, pelanggaran 

kontrak bisnis dapat berujung pada tindakan 

hukum yang diperlukan untuk memastikan 

kepentingan para pihak yang terlibat. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk memahami 

hukum yang terkait dengan pelanggaran 

kontrak bisnis dan cara-cara penyelesaiannya 

agar dapat menghindari konflik dan 

memastikan kepentingan para pihak yang 

terlibat. 

Dalam konteks kontrak bisnis, 

wanprestasi dapat terjadi karena beberapa 

sebab, seperti keadaan memaksa atau force 

majeure, yang dapat disebabkan oleh bencana 

alam, kehilangan objek, atau kegagalan debitur 

dalam menjalankan kesepakatan. Dalam hal 

ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan 

gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata 

untuk mendapatkan ganti rugi dan 

memulihkan kerugian yang diderita.  

Pemutusan kontrak dapat dilakukan jika 

terjadi wanprestasi, dengan syarat bahwa 

kontrak tersebut telah diatur dalam Pasal 1320 

KUH Perdata, termasuk syarat sepakat para 

pihak sebagai unsur mutlak untuk terjadinya 

suatu kontrak. Ganti rugi yang harus diberikan 

pihak yang melakukan wanprestasi dapat 

berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat 

sesuatu, seperti yang diatur dalam Pasal 1234 

KUH Perdata. 

Upaya pemulihan dapat dilakukan 

melalui beberapa cara, seperti mengajukan 

gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata, 

atau dengan cara lain yang diatur dalam 

hukum yang relevan. Dalam beberapa kasus, 

pihak yang dirugikan dapat juga menuntut 

pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya 

melalui hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 

1266 KUH Perdata. 

Untuk mengurangi risiko wanprestasi 

dalam kontrak bisnis, pihak-pihak yang terlibat 

dapat menggunakan beberapa strategi yang 

efektif. Berikut adalah beberapa contoh 

strategi yang dapat diterapkan:  

1. Penyusunan Kontrak yang Jelas dan Tegas:   

Kontrak harus dibuat dengan jelas dan 

tegas, mencakup semua aspek yang relevan, 

seperti rincian pekerjaan, jadwal 

penyelesaian, biaya, dan penyelesaian 

perselisihan. Hal ini memastikan bahwa 

semua pihak memiliki pemahaman yang 

sama tentang komitmen dan kewajiban 

mereka.  

2.Mekanisme Pemantauan dan Penegakan 

Kontrak yang Efektif:   

Mekanisme pemantauan dan penegakan 

kontrak harus efektif dan transparan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengadakan 

pertemuan reguler antara pihak-pihak yang  
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terlibat, serta mengadakan inspeksi dan 

verifikasi terhadap kemajuan pekerjaan.  

3.Penggunaan Memorandum of Understanding 

(MoU):   

Sebelum membuat kontrak, pihak-pihak 

yang terlibat dapat membuat MoU yang tidak 

mengikat secara hukum. MoU ini dapat 

membantu dalam memahami kesepakatan 

awal dan memastikan bahwa semua pihak 

memiliki pemahaman yang sama tentang 

tujuan dan sifat proyek.  

4.Penggunaan Adendum:   

Adendum dapat digunakan untuk 

menambahkan ketentuan tambahan ke dalam 

kontrak yang telah ditandatangani. Hal ini 

memungkinkan pihak-pihak yang terlibat 

untuk menyesuaikan kontrak dengan 

perubahan yang terjadi selama pelaksanaan 

proyek.  

5.Penggunaan Standar Data Keterbukaan 

Kontrak:   

Penggunaan standar data keterbukaan 

kontrak dapat membantu dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini 

memungkinkan masyarakat sipil untuk 

memantau dan menafsirkan informasi 

pembuatan kontrak secara independen.  

6.Partisipasi Penuh Masyarakat Sipil:   

Partisipasi penuh masyarakat sipil 

dalam proses pengadaan barang/jasa dapat 

membantu dalam meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengadakan pertemuan dan diskusi 

terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dan 

masyarakat sipil.  

 

 

7.Penggunaan Pakta Integritas dan Mekanisme 

Akuntabilitas Sosial:   

Penggunaan pakta integritas dan 

mekanisme akuntabilitas sosial dapat 

membantu dalam meningkatkan integritas 

dan akuntabilitas dalam pengadaan 

barang/jasa. Hal ini memungkinkan pihak-

pihak yang terlibat untuk menunjukkan 

komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip 

etika dan hukum. 

8.Penggunaan Daftar Kepemilikan 

Perusahaan:   

Penggunaan daftar kepemilikan 

perusahaan yang tersedia untuk publik dapat 

membantu dalam meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan 

masyarakat sipil untuk memantau dan 

menafsirkan informasi tentang perusahaan 

yang melakukan penawaran untuk 

mendapatkan kontrak publik.  

9.Penggunaan Fungsi Monitoring dan Evaluasi 

Substansi Kontrak:   

Fungsi monitoring dan evaluasi 

substansi kontrak dapat membantu dalam 

memantau kemajuan pekerjaan dan 

memastikan bahwa kontrak tersebut sesuai 

dengan syarat sah perjanjian yang tercantum 

pada Pasal 1320 KUHPerdata.  

10.Penggunaan Kaidah yang Dapat Dijusi 

Secara Akademis dan Praktis:  

Penggunaan kaidah yang dapat diuji 

secara akademis dan praktis dapat 

membantu dalam meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam penyusunan kontrak. 

Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang 
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terlibat untuk mengetahui cara dan metode 

penyusunan kontrak yang sistematis.  

Dengan menggunakan strategi-strategi 

tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam 

kontrak bisnis dapat mengurangi risiko 

wanprestasi dan memastikan bahwa 

kontrak tersebut efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemahaman yang 

mendalam tentang risiko wanprestasi dalam 

kontrak bisnis bagi semua pihak yang terlibat. 

Ini termasuk pemahaman tentang jenis-jenis 

wanprestasi yang mungkin terjadi, faktor-

faktor yang memengaruhi besarnya kerugian, 

dan strategi untuk mengelola risiko tersebut 

dan peran hukum dalam menangani kasus 

wanprestasi dalam kontrak bisnis, baik melalui 

sistem peradilan maupun mekanisme alternatif  

penyelesaian sengketa. Hal ini melibatkan 

analisis terhadap prinsip-prinsip hukum 

kontrak yang relevan, peraturan hukum yang 

berlaku, serta cara-cara untuk menegakkan 

hak-hak yang dilindungi oleh kontrak. Serta 

dapat mencakup rekomendasi untuk praktik 

bisnis yang lebih baik dalam mengelola risiko 

wanprestasi dalam kontrak. Ini bisa termasuk 

pengembangan kebijakan internal, pelatihan 

untuk personel yang terlibat dalam negosiasi 

dan manajemen kontrak, serta kolaborasi 

dengan mitra bisnis yang dapat dipercaya. 

 

 

 

 

Saran 

Menganjurkan untuk memperkuat 

ketentuan-ketentuan dalam kontrak bisnis yang 

berkaitan dengan kewajiban, tanggung jawab, 

dan konsekuensi dari wanprestasi. Ini 

termasuk penggunaan klausul-klausul yang 

jelas dan spesifik tentang pengukuran 

kerugian, batasan tanggung jawab, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif 

dan Menggarisbawahi pentingnya pemahaman 

yang lebih baik tentang aspek hukum kontrak 

bisnis di antara para pemangku kepentingan. 

Ini dapat mencakup pelatihan untuk personel 

yang terlibat dalam negosiasi dan 

penandatanganan kontrak, serta kesadaran 

akan implikasi hukum dari tindakan atau 

keputusan tertentu serta Mendorong praktik 

bisnis untuk mengadopsi pendekatan yang 

lebih proaktif dalam manajemen risiko 

wanprestasi kontrak. Ini termasuk identifikasi 

risiko potensial, evaluasi dampaknya, dan 

pengembangan strategi mitigasi yang sesuai, 

seperti asuransi atau diversifikasi pemasok. 
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